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Undang-undang Nomor 25'l'ahun 1999 tcntang Perimbangan Keuangatt

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara ltepublik
Indonesia'l'ahun 1999 Nomor 72,T-ambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Notnor 3848) ;

Pcraturan Pemerintah Nonror 25 'l'ahun 2000 tentang Kcwcnattgan
[)errrerintah datt Kewenangan I'ropinsi Sebagai Dacrah Otonorn
(Lembaran Negara Republik Indonesia'|ahun 2000 Nomor 54, 'l'arlbahan

I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara ltepublik Indonesia l'ahun 2003

Nomor 14, 'l'arnbahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262);

Peraturan Pemerintah Notnor 9 'Iahun 2003 tentang Wewcnang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pernberhentian Pegawai Negcri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonesia 'l'ahun 2003 Nolnor 15, 'I'arnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror a2$);
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2l -fahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan I'roduk-produk
Ilukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentarrg Bentuk Produk-produk Hukurn Dacrah;
Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 24'l-ahun
2001 tenlang l,crnbaran Daerah dan Bcrita Dacrah ;

Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 lenLang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l0 'l'ahun 200.1 tenlang
Susunan Organisasi dan T'ata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Situbondo (Lernbaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal l2
I'ebruari 2001, Nomor l0/C).

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBOND()

ⅣIEMUTUSKAN:

Mcnctapkan I PERATURAN DAERAII KABUPATEN SITllBONDO TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINAル IARGA
DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO.

BABI

KETENTUAN Uヽ lUやI

Pasal I

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dinraksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pernerintahan oleh Perncrintah
kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Inclonesia;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubemur sebagai wakilPemerinlah dan atau perangkat pusat di Daerah ;
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4. Otonomi Daerah adalah kewenangan l)aerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus kcpentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

5. Daerah Otonom, selajutnya disebut Dacrah, adalah kesatuan tnasyarakat

hukurn yang mempunyai batas daerah tcrtcntu, berwcnang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;

7. Sekretaris Daerah adalalr Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;

8. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas tsina Marga dan I'engairan
Kabupaten Situbondo ;

9. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas llina Marga dan Pcngairan Kabupatcn
Situbondo;

10. Unit Pelaksana 'feknis Dinas, selanjutnya disingkat UP'fD, adalah unsur

pelaksana operasional Dinas.

I}AB II
PEMBIiNI'TII(AN

[)asal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Situbondo.

I}AB III
KEDUDUKAN, T'UGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(l) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang bina nrarga dan pengairan ;

(2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah ;

(3) Dinas Bina Marga dan Pengairan dalarn melaksanakan tugasnya di bidang
leknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris l)aerah.

Pasal 4

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalarn
rnclaksanakan kewenangan di bidang bina marga dan pengairan.

Pasal 5

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud clalam Pasal 4, Dinas Bina
Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengairan ,

b. Penyusunan program di bidang bina marga dan pengairan ;
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c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan

tugas di bidang Bina Marga dan Pengairan ;

d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan sarana, prasarana;

e. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang bina marga dan
pengairan ,

I. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Bina Marga
dan Pengairan ;

g. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
ORGANISASI

I)asal 6

( l) Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari:

a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. Bidang-bidang;
d. Sub-sub Bagian ;

c. Scksi-scksi ,

I. Kelompok Jabatan Iiungsional ,

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) [tagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala I]agian 'l-ata Usaha, I]idang
dipirnpin olch Kepala Bidang yang masing+nasing berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana

tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pcrtama

BAGIAN'I'ATA USAIIA

I'asal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalarn lingkungan Dinas Bina
Marga dan Pengairan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian'l'ata
Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan

administrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan ,

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Bina Marga dan Pengairan ;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan urusan bina program ;

e. Pelaksana urusan kepegawaian ;

ヘ



⌒

5

L Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

g I)elaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

( 1 ) Bagian Tata lJsaha terdiri dari :

a Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang bcrada di barvah dan bertanggung iawab
kcpada Kepala Bagian Tata Usaha.

Ilagian Kcrlua

BIDANG I}INA MARGA

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang kebinamargaan.

l)asal I I

LJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakksud dalam Pasal 10, Bidang
Rirra Marga menyeletrggarakan lungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan jalan dan
jembatan;

b. I'embinaan dan pengawasan pembangunan jalan daniembatan;

c. Pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status jalan dan jembatan ,

d. I'elaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

f. I)elaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

( I ) Ilidang Bina Marga terdiri dari :

a. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan ;

b. Seksi Perencanaa Teknik dan Pengendalian.

(2) Masing-masing Seksi sebagainran dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala

Bidang Bina Marga.

Ilagian Ketiga

BIDANG PTINGAIRAN

Pasal 13

Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan

tugas l)inas Bina Marga dan Pengairan di bidang pengairan.
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Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang
Pengairan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan sumberdaya air
dan iaringan irigasi beserta fasilitasnya ;

b. Pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana

sumberdaya air dan jaringan irigasi I

c. Pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status sumberdaya air dan
jaringan irigasi beserta fasilitasnya ;

d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal I 5

(1) Bidang Pengairan terdiri dari:
a. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pembangunan;

b. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian.

(2) Masing-masing Seksi sebagamana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala
Bidang Pengairan-

Bagian Keempat

BIDANG SARANA PRASARANA

Pasal 16

Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang sarana

prasarana dan pemberian ijin.

Pasal l7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang
Sarala Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sarana dan prsarana

Dinas ;

b. Pelaksanaan pemberian izin bidang Bina Marga dan Pengairan ;

c. Pelaksanaan kegialan ketatausahaan ;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal l8

(1) Bidang Sarana Prasarana terdiri dari :

a. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;

b. Seksi Perizinan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sarana Prasarana.

⌒



⌒

7

Bagian Kelima

KELOM POK JABATAN ITUNGSIONA L

Pasal 19

(l) Kelonrpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya ;

(2) Kelompok .labatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai bidang kcahlian dan

kebutuhan;

(3) Kelompok .labatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga lungsional

scnior dan clalarn melaksanakan tugasnya bertanggung .iarvab kepada

Kcpala Dinas ;

(4) .lurnlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban

kcrja ;

(-5) .lcnis .labatan lungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan

1,ang berlaku.

Ilagian Keenam

I.'NI'T PELAKSANA TEKNIS DTNAS

Pasal 20

( l) Unit Pelaksana I'eknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang

lnenyelenggarakan sebagian urusan Dinas Bina Marga dan Pengairan

dalarn suatu tugas teknis operasional tertentu ;

(2) I.Jnit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di barvah dan bertanggung jarvab kepada Kepala Dinas ;

(3) t]nit Pclaksana '['cknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Ilupati.

I}AB V
.I'ATA KDRJA

Pasal 21

(l) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan

dalam melaksanakan tugaslrya wajib menerapkan prinsip koordinasi,

intcgrasi, sirnplifikasi, dan sinkronisasi ;

(2) Dalam mclaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada

Ilupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kepal a Seksi berkewaj iban m el aksan ak an pri nsip-pri nsi p keterpaduan dan

pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun

dongan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah

mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;

(4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kcpala Seksi masing-masi ng bertanggung .iarvab memberikan bimbi ngan

dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan hasil pelaksanaan

tugasnya menurut jerrjang jabatan masing-masing.
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BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERTIENTIAN

DALAM.IABA'TAN

Pasal22

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat
clan diberhcntikan olch Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelirnpahan kewenangan Bupati ;

Kclornpok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dcngan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;

Apabila pe.iabat struktural di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan

bcrhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan L,ansung Pejabat

dimaksud dapat menuniuk salah satu peiabat struktural untuk
mervakilinya.

BAB VH

KETENTUAN PEItAL】 HAN DAN PENUTUP

Pasal24

lJraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan.Kepala Seksi Dinas Bina

Marga dan Pengairan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan

bcrpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

I'asal 25

l'craturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pcraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran I)aerah

Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004
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Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Pebruari2004

|,EM13ARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 9

1)il‖ 1l t‖ 1lkan di Situbondo

pada tan38a1 5 1)cbruari 2004

I〕I]RITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR
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)I〕 RI)Al)lNASBINA MARGA DAN PttGARAN
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DINAS BINA MARCA DAN PENCAIRAN

LANIPiRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SlTUBONDO
TANGGAL : 28 JANUAR1 2004
NOMOR  : 10 TAHUN 2004
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KEPALA DINAS

BACIAN

TATA USAHA

Iく EI′ .JAI〕 .Fl'N(lSI()NAI′

SUB BAGlAN

PERENCANAAN
StIB BACIAN

UMUM

BIDANG

SARANA PRASARAINA

BIDANG

PENGAlRAN

BIDANG

BINA MARGA

SEKSI

PEMELIHARAAN DAN
PEMBANGUNAN

SEKSI

OPERASl,
PEMELlllARAAN DAN
PEMBANGUNAN

SEKSI

PERALATAN DAN
PERBEKALAN

SEKSI

PERENCANAAN
TEKNIK DAN
PENGENDALIAN

SEKSI

PERIZINAN

SEKSI

PI]RENCANAAN
TEKNIK DAN
PEN(,ENDALiAN

rl,r)11,.'i"t:.ltill'1lill; ilrlil,'r,l.lllii/,,lilit.it);::ll.l,rrlltli{1.1



PENJELASAN

ATAS

PI〕RATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOND0
NOMOR 10 TAHlIN 20()4

TENTANG

SUSUNAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA PIARGA DAN PENCAIRAN KABUPATEN SITUBOND0

I'I.]NJ EI-ASAN U I\I IJM

Dcngan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8'Iahun 2003 tentang I'edoman

Orgalrisasi Irerangkat Dacrah, nraka status kclernbagaarr Sub Dinas Bina Marga dan Sub

l)iias pcpgairan pada Dinas pekerjaan Urnunr Katrupaten Situbondo sebagailnana diatur

dalam pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l0 Tahun 200.1 tentang Susunatt

Organisasi clan'l'ata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah

I(zr-bupatcn Situbon<lo Seii C, tanggal l2 Pebn"rari 2001, Nomor 10/C ditiniau kcmbali'

PI'NJELASAN PASAL DEMI PASAL

pnsal I : Pasal irri rncmuat pengertian istilah yang dipergunakatt

dalam l)eraturan Daerah ini.
Pengertiantersebutdirnaksudkanunl.ukmenccgalt
tirnbulnya salah tafsir dalam memahami dan

tnclaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam

Pcraturan Daerah ini'

⌒
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I'asal 2 sarnpai dcngan Pasal 13

l'asal l4 huruf a

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud clengan fasilitas sungai adalah tanah-

tanah yang beracla di sekitar sungai clan merupakan

daerah nrilik sungai atau jaringan irigasi'

: Yang dinraksucl dengan sarana dan prasarana suttgai

adalih bangunan yang ada di dalam sungai atau

jaringan irigasi tcrmasuk jernbatan untuk keperluan

irigasi.

lluruf b

lllirur c salnpai dcl13an hi       l

Pasa1 15 sainpai dengan pasa1 16:

1)asa1 1 7 htlruf a               :

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud sarana dan prasarana adalah Alat-alat

Ilesai yang dimiliki Dinas guna melaksanakan tugas

dan fungsi, nrisalnya Truck, Mesin Gilas dan

sebagainya.
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IIuruf b sampai dengan e : Cukup jelas.

Pasa1 1 8

PasJ 19りat(1)

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan
yang menuniukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

satuan organisasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu

serta bersifat mandiri.

Pasa1 19 ayat(2)sampai dengan: Cukupjelas.

1)asa1 25

TAMBAHAN LEMBAIuN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 17

c T12S′ LEMBACA 2003ヽ PERDA DlNAS BINA MARCA DAN PENGAIRAN
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